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ABSTRAK 

Undang Undang Dasar Negara menyatakan tanah Papua seharunya memiliki empat 
provinsi namun hingga saat hanya memiliki dua provinsi. Pada tahun 2018 pemerintah 
Indonesia berencana melakukan pemekaran wilayah di Provinsi Papua dengan 
membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan. Dalam jangka panjang Provinsi 
Papua Selatan perlu mengetahui kabupaten mana yang paling tepat untuk dijadikan 
sebagai pusat pertumbuhan dan apakah daerah pusat pertumbuhan dapat membantu 
pemerataan wilayah di Provinsi Papua Selatan. Hasil penelitian dengan menggunakan 
pendekatan Skalogram, dan Indeks Sentralisasi Kabupaten Merauke merupakan 
kabupaten yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan dengan kelengkapan fasilitas 
tertinggi dan nilai indeks sentralisasi tertinggi. Namun, jika diaplikasikan dalam central 
place theory, Kabupaten Boven Digoel lebih menguntungkan dalam segi letak 
geografis jika dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.  

 

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Pusat Pertumbuhan, central palace theory 
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ABSTRACT 

The State Constitution claims that Papua has four provinces, but to date only have two 
provinces. In 2018 the Indonesian government plans to expand the territory in Papua 
Province by forming a new province, South Papua Province. In the long term, the 
Province of South Papua needs to know which district is most appropriate to be used 
as a growth center and whether the central region can help to distribute the area 
equally in South Papua Province. The results of the study used a Scalogram, and the 
Centralization Index resulted the Merauke Regency being a district that could be used 
as a growth center with the highest completeness of facilities and the highest 
centralization index value. However, if applied in central place theory, Boven Digoel 
Regency is more advantageous in terms of geographical location if it is used as a 
center of growth. 

 

Keywords: Expansion Area, Growth Center, central palace theory 
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Bab 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Berlakunya undang undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemberian 

otonomi luas kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemberian otonomi luas kepada daerah juga 

memberikan peluang untuk setiap daerah melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran 

wilayah merupakan terbentuknya daerah administratif baru baik di tingkat provinsi 

maupun di tingkat kota atau kabupaten. Alasan mengapa pemekaran daerah menjadi 

pendekatan yang dipilih dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah oleh 

pemerintah daerah ataupun pusat yaitu karena pendekatan ini lebih mendekatkan 

pelayanan publik kepada masyarakat dan meminimalisir kendala geografis, 

infrastruktur dan sarana perhubungan (ali, Mawar, & Syah, 2018). Dengan begitu, 

adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat memberikan dampak untuk memperkecil 

kesenjangan antar wilayah serta dapat membantu menyeimbangkan pertumbuhan 

antar wilayah (Muta'ali L. , 2011) 

Di indonesia sendiri sampai dengan tahun 2008 sudah terdapat 183 daerah 

pemekaran yang terdiri dari 151 kabupaten dan 32 kota (Herawati, 2008). Selain itu, 

hingga tahun 2008 Negara Indonesia memiliki 484 daerah Kabupaten/kota yang terdiri 

dari 388 kabupaten dan 32 kota. Selain itu, dari era reformasi hingga saat ini Negara 

Indonesia telah membentuk 8 provinsi baru.  Pembentukan provinsi-provinsi baru 

tersebut juga di dorong oleh kebijakan otonomi daerah yang berlaku di Negara 

Indonesia. Tabel dibawah ini menunjukan provinsi yang pernah melakukan pemekaran 

di era reformasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

2	
	

Tabel 1 :  

Data Pemekaran Provinsi Era Reformasi 

 

Pemekaran daerah biasanya dipicu oleh faktor perbedaan agama, perbedaan 

etnis dan budaya, ketimpangan pembangunan antar daerah, dan luas daerah          

(Prof. Sjafrizal, 2008). Luas daerah dapat menjadi pemicu pemekaran karena wilayah 

yang terlalu luas akan berdampak pada pelayanan publik tidak efisien ke suluruh 

pelosok daerah. Selain itu, tujuan dilakukan nya pemekaran daerah menurut PP nomor 

129 tahun 2000 yang pertama untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, kedua 

pengelolaan potensi daerah dan ketiga mempercepat pertumbuhan perekonomian 

daerah.  

Dalam Jangka panjang daerah-daerah yang melakukan pemekaran perlu 

mengetahui wilayah mana yang paling tepat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Hal 

tersebut dikarenakan, daearah pusat pertumbuhan dapat dijadikan salah satu cara 

untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

(Gulo, 2015). Selain itu, penciptaan pusat pertumbuhan akan diikuit oleh down effect 

(dampak penetesan ke bawah) dan spread effect (damapak penyebaran), sehingga 

kegiatan pusat pertumbuhan akan memberikan dampak pada daerah sekitarnya 

(Imelda, 2013). Dengan begitu, diharapkan daearah  pusat pertumbuhan dapat 

mendorong proses pembangunan di wilayah sekitarnya (Prof. Sjafrizal, 2008). 

 

Tahun Daerah Induk Daerah Pemekaran 

4 Oktober 1999 Provinsi Papua Provinsi Irian Jaya Barat (Provinsi ke-27) 

4 Oktober 1999 Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara (Provinsi ke-28) 

17 Oktober 2000 Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten (Provinsi ke-29) 

4 Desember 2000 Provinsi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung (Provinsi ke 30) 

22 Desember 2000 Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo (Provinsi ke-31) 

25 Oktober 2002 Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi ke-32) 

5 Oktober 2004 Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Barat (Provinsi ke-33) 

25 Oktober 2012 Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara (Provinsi ke-34) 
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Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan 

pemekaran Provinsi Papua dengan membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Papua 

Selatan. Rencana ini masih merupakan usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. Provinsi Papua Selatan rencananya hanya akan mengambil 

empat kabupaten dari Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Asmat, Kabupaten 

Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Namun, Kabupaten 

Pegunungan Bintang juga akan dipertimbangkan untuk ikut menjadi bagian Provinsi 

Papua selatan. Hal itu tersebut dikarenakan, gabungnya Kabupaten Pegunungan 

Bintang dapat menjadi salah satu solusi percepatan pembangunan di Papua. Akses 

Kabupaten Pegunungan Bintang ke bagian selatan lebih mudah karena terdapat trans 

papua menuju Kabupaten Boven digoel dan Kabupaten Merauke dibandingkan jika 

harus tetap berada di Provinsi Papua yang masih mengutamakan akses udara. 

Pemekaran wilayah di daerah Papua tersebut didasari oleh aspirasi tokoh-tokoh Papua 

karena seringnya terjadi konflik di beberapa daerah Indonesia Timur. Rencana 

pemekaran ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) bahwa tanah Papua 

seharusnya memiliki empat provinsi, namun hingga saat ini baru ada dua provinsi yaitu 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Beritagar, 2019). Selain itu, rencana 

pemekaran wilayah juga didukung oleh pemerintah pusat karena dari aspek ekonomi 

hal tersebut dapat mendorong pemerataan antar daerah khususnya dari segi 

infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah terpencil dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (CNN Indonesia, 2019).  

	

Dalam jangka panjang, Provinsi Papua selatan yang merupakan provinsi baru di 

Papua harus memiliki daerah yang tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan, yang 

mendorong pemerataan dan pembangunan di masing masing wilayah.  Adanya calon 

kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan diharapkan dapat membantu 

menggerakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Selatan. Suatu daerah yang akan 

dijadikan pusat pertumbuhan perlu memiliki karakteristik yakni (1) Terdapat berbagai 

macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, (2) adanya efek pengganda (multiplier 

effect), (3) adanya konsentrasi geografis, (4) dan dapat mendorong daerah belakang 

agar terciptanya pemerataan daerah (Pandjiputri, 2013).  Hingga saat ini, bupati dari 

setiap kabupaten mencalonkan Kabupaten Merauke sebagai calon ibu kota dari 

Provinsi Papua Selatan dengan alasan karena Kabupaten Merauke memiliki sejarah 

pemekaran dengan kabupaten sekitarnya (Kumparan, 2019).  

 Dengan begitu, penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut apakah kabupaten 

merauke merupakan kabupaten yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan 

di Provinsi Papua Selatan, berdasarkan ketersedian fasilitas yang dimiliki dan nilai 
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sentralisasi yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah 

kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan tersebut dapat mendukung pemerataan 

pembangunan ekonomi antar daerah (spread effect) di Provinsi Papua Selatan dengan 

mengunakan konsep central palace theory. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rencana pembentukan provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan 

didorong karena banyaknya konflik di beberapa daerah. Selain itu, pembentukan 

provinsi baru dilakukan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar daerah 

khususnya di infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah 

terpencil. Dengan begitu, agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai diperlukan strategi 

dalam pembangunan salah satunya menentukan daerah yang paling tepat menjadi  

pusat pertumbuhan di provinsi baru. Hal tersebut dikarenakan, pendirian pusat 

pertumbuhan dapat memberikan down effect dan spread effect terhadap daerah di 

sekitarnya (Imelda, 2013). Daerah pusat pertumbuhan diharapkan dapat menjadi 

penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan. Hingga saat ini, 

Kabupaten Merauke direncanakan akan menjadi ibu kota di Provinsi Papua Selatan. 

Kabupaten yang akan dijadikan pusat pertumbuhan perlu melihat lokasi, dan 

aksesibilitas yang tersedia agar pemerataan daerah terwujud dan perekonomian 

Provinsi Papua Selatan dapat bergerak secara mandiri. Dengan begitu, perlu bagi 

pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan nantinya untuk mengetahui daerah mana 

yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan 

fasilitas dan aksesibilitas, serta keuntungan lokasi yang dimilikinya.  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penelitian ini ingin 

menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Apakah Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang paling tepat untuk  

dijadikan pusat pertumbuhan di Provinsi Papua Selatan berdasarkan 

banyaknya fasilitas yang tersedia? 

2. Apakah kabupaten yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dapat 

mendukung pemerataan pertumbuhan antar wilayah di Provinsi Papua 

Selatan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daerah yang paling tepat untuk 

dijadikan pusat pertumbuhan pada calon Provinsi Papua Selatan. Penentuan pusat 

pertumbuhan dilihat berdasarkan banyaknya jumlah fasilitas yang tersedia baik dari 

fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas pendukung 

lainnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut apakah 

daerah yang dijadikan pusat pertumbuhan dapat mendorong pemerataan 

pembangunan antar wilayah yang akan diaplikasikan ke dalam central place theory. 

Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan 

dalam membangun provinsi baru di Papua khususnya untuk mencapai pemerataan 

pertumbuhan antar wilayah.  

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan 

pemekaran Provinsi Papua dengan membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Papua 

Selatan. Pemekaran wilayah di Provinsi Papua dilakukan dengan tujuan untuk 

mendorong pemerataan antar daerah khususnya di sisi infrastruktur, mendorong 

pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah terpencil, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (CNN Indonesia, 2019).  Meskipun rencana pemekaran ini masih 

merupakan bentuk kajian dari Kementerian PUPR namun, dalam jangka panjang 

Provinsi Papua Selatan harus bisa berkembang dan memiliki perekonomian yang 

dapat tumbuh secara mandiri. Dengan begitu Provinsi Papua Selatan perlu memiliki 

tata rancang wilayah yang baik salah satunya dengan menetapkan daerah pusat 

pertumbuhan yang paling tepat. Pengambilan keputusan tentang dimana sebaiknya 

pusat kegiatan ekonomi tersebut berlokasi merupakan keputusan investasi yang 

sangat penting (Friedmann dan Alonso, 1964). Selain itu, penciptaan pusat 

pertumbuhan yang tepat akan diikuit oleh down effect (dampak penetesan ke bawah) 

dan spread effect (damapak penyebaran), sehingga kegiatan pusat pertumbuhan akan 

berdamapak pada daerah sekitarnya (Imelda, 2013). Dalam penelitian ini yang akan 

menjadi perhatian penelitian adalah melihat lebih lanjut apakah Kabupaten Merauke 

yang telah ditetapkan sebagai calon ibu kota oleh gubernur dari setiap kabupaten 

merupakan daerah yang paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan jika 

dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis Skalogram dan analisis Indeks Sentralisasi untuk 

mencari daerah yang paling tepat sebagai pusat pertumbuhan . Variabel yang akan 

digunakan dalam metode Skalogram dan Indeks Sentralisasi yaitu jenis dan jumlah 
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fasilitas yang tersedia dengan data tahun yang beragam yakni 2017-2019 di lima 

kabupaten yang akan menjadi bagian Provinsi Papua Selatan.  

Setelah mengetahui letak kabupaten yang paling tepat menjadi pusat 

pertumbuhan Provinsi Papua Selatan, hal lain yang menjadi perhatian penelitian yakni 

apakah daerah pusat pertumbuhan tersebut dapat mendorong pemerataan 

pembangunan antar wilayah. Dalam mengidentifikasi hal tersebut, peneliti 

menggunakan konsep central place theory yang akan diperlihatkan dalam bentuk peta. 

Dengan begitu, hasil penelitian ini berupa kabupaten yang paling tepat untuk dijadikan 

pusat pertumbuhan dan mengetahui apakah kabupaten tersebut dapat memberikan 

spread effect dan down effect untuk mendorong pemerataan wilayah sesuai dengan 

tujuan dilakukannya pemekaran wilayah di Provinsi Papua.  

 

GAMBAR 1.1 
 

              KERANGKA PEMIKIRAN IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN DAN 
APLIKASI CENTRAL PALACE THEORY DI PROVINSI PAPUA SELATAN 

 

 

 

 

 




